Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang
berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara
Tahun 2022 dan sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, san Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -
Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan
Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan
Kawasan Berebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun
2017 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik
Daerah dan PT. Bank Jateng Tahun 2018-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2022
merupakan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan untuk periode

Tahun 2022.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV  : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VIl : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2022

digunakan sebagai pedoman :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten
Jepara Tahun 2022 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Kabupaten Jepara Tahun 2022.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI JEPARA,

Diundangkan di Jepara

Pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 38



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BAB VII
PENUTUP

Sejalan dengan prioritas pembangunan dan juga tahapan dalam RPJMD Kabupaten Jepara
2017-2022 maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Jepara Tahun 2022 adalah “Pemulihan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat
Dengan Penguatan Sektor Pertanian Dan Perikanan”. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2022 ini
merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara
Tahun 2022 serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana
Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2022.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat
terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang
terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang
menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik
antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan
pembangunan serta berlandaskan pada prinsip money follow priority programs dan berorientasi
pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/3708 Tahun 2020 serta dampak dari pandemi
Covid-19 juga turut mewarnai penyusunan dokumen ini. Penetapan prioritas pembangunan
Kabupaten Jepara Tahun 2022 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan prioritas
pembangunan Jawa Tengah dan Nasional serta mendukung pelaksanaan 2 (dua) agenda utama
pembangunan nasional, yaitu SPM dan SDGs.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2022 pada akhirnya
akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan
aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat
pada tahun yang direncanakan.

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIAND{
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